BAB III

ALASAN=-ALASAN ATAU SEBAB-SEBAB
PENGHAPUSAN PIDANA (  HUKUMAN )

A. Menurut hukum pidana Islam

1. Alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum
perbuatan yang di larang oleh syara' ( Asbabul iba-
hah/alasan pembenar ).

Pengertian mengenai asbabul ibahah telah kami
jelaskan bagian sub bad yang terdahulu.Dalam bagian
ini akan membicarakan alasan-alasan yang ' menghapus-
kan sifat melawan hukum perbuatan yang di larang o-
leh syara' sehingga perbuatan itu menjadi di " benar-
kan oleh hukum. .

Adapan alasan-alasan akan kami bicarakan satu
persatu yaitu :

a. Pembelaan yamg sah ( Lﬁizpij\éJ%Ah )

.Pembelaan yang sah menurut syara' terbagi :dua
macam yaitu :

4. Pembelaan dalam artian khusus ( (}’_\_‘4} \5\'»\\)

Yang di maksud dengan pembelaan khusus

dalam syara' ialah keharusan atau kewajiban se

seoramg untuk membela dirinya atau diri orang

lain atau mempertahankan hartanya atau harta

orang lain,dengan memakai kekuatan yang ada da

ri serangan yang melawan hukum atau dengan ca-

ra-cara yang wajar (Abdul Qodiy,1968,I:473).
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ﬁengan demikian sifat dalam pembelaan khusus ini
adalah menolak serangan bukan mengadakan serangan,dan da-
lam mempergunak an pembelaan dalam artian khusus ini harus
mempergunakan dengan cara cara yang wajar. |
Dasar-dasar dalam pembelaan khusus ini sebagai mana firman

Allah swt dalam Al gur'an yang berbunyi :
f—X:Jsuﬁl;L:|LoQ}.42:uLfﬁxﬂlﬁ)lesgJ:;A;ch;s\u,?
Cae :O_/lif-\\)

Barang siapa yang menyerang kamu,maka seranglah ia
seimbang)dengan serangannya terhadapmu ( Al qur'an-~
2 : 194 ).

Sedangkan dari hadist Rosul adalah :

od—o)u))();_auvjijxt_-qgvjad—uiw
W}J W a(\_l.D\c)jp

Barang siapa yang terbunuh katena mempertahankan di
rinya,maka iz mati sahid dan barang siapa terbunuh
karena mempe .ahankan jiwanya maka ia mati syahid
dan barang ¢ :pa yang terbunuh karena  mempertahan
kan hartany: 2aka ia mati syahid,dan barang siapa
yang terbunuh karena mempertahankan keluarganya ma
ka ia mati sahid ( Ash Shon'any,IV:40 ).

Dari dasar hukum diatas baik al qur'an maupun dari
hadist maka dapat di ketahui bahwa pembelaan terhadap diri
harta,kehopmatan,baik kepunyaannya maupun kepunyaan orang
lain tidak dipidana,dan bahkan apabila ia mati atau mening
gal dunia karena sebab mempertahankan itu,menurut hukum Is
lam matinya adalah mati sahid.

Sehingga hukum Islam menjunjung tinggi terh.-.dap o-

rang-orang yang mau menggorbankan dirinya untuk orang lain.
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Sedangkan untuk terwujudnya keadaan membela diri

terdapat beberapa syarat ( Abdul Qodir Audah,I,1968:478 )¢

a.

2.

Adanya serangan atau tindakan melawan hukum,berhubungan
dengan syarat tersebut,maka pemakaian hak atau melaksa-
nakan kewajiban baik untukdperseorangan atau untuk pe-
nguasa atau perbuatam-perbuatan yang diperbolehxan oleh
syarat tidak disebut sebagai serangap,seperti pemﬁkulan
orang tua terhadap anaknya sebagai pe;gagaran atau algo
jo membunuh terhukum sebagai;pqlaksana tugas dan lain -

lain.

.. Serangan harus. terjadi seketika

Pidak ada jalan lain untuk menghindari <serangan
Untuk menolak serangan hanya boleh mengadakan kekuatan
seperlunya untuk membela diri.

Pembelaan yang s dalam pengertian umum

Maksud dari p.. belaan umum adaléf'pembelaan .. ‘antuk

kepentingan umum atau masyarskat,yang dikenal dengan isti-

lah (ﬂ‘&y&ﬂqgé,)ﬂ'\:ﬁi\)yaitu amar ma'raf nahi

munkar. ( Abdul Qodir Audah,I,1968:489 ).

Dalil-dalil adanya .amar ma'ruf nahi munkar tersebut

dalam Al qur'an dan hadist seperti :

65 0 A2 39l Sl o 3 N Ose ua) Lol

(Vg oLa)) a,AU\rng\,,c;Jﬂ
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Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yg
menyeru kepada kebajikan,menyuruh kepada yang ma'=-
ruf dan mencegah dari yang mungkar,mereka itulah
orang-orang yang beruntung ( Al Qur'an,3:104 ).

Loon, 3L Y gz e 3L, oo 34

SLh e g GJJ:)&Q,J&’L_

Dan orang-orang yang beriman,lelaki dan . perempuan,
sebagian mereka(adalah)menjadi penolong bagi sebaha
gian yang. lain,Mereka menyuruh mengerjakan y

ma' ruf,mencegah dari -yang mungkar (Al Qur’an.9:??§

Sedangkan dasar dari hadist Rosul adalah :

7
a‘;’: —_,()u\; o0 o‘f_\}.l{_ii EX«.&MQSLL)‘
e aspt 2N, 21 s b 4l

Barang siapa dimntara kalian melihat sesuatu .dari
larangan syara',maka hilangkanlah dengan tangan nya
lalu gikajdia tidak mampu,maka hendaklah dengan 1li-
dah,lalu jika tidak mampu,maka dengan hatinya dam
yang demikian itu iman yang paling lemah {( Shoheh-
Muslem,I,t +t@ 39 ).

Berdasarkan 1lil=dalil al qur‘an dan hadist terse-
but di atas,para ulaua® sepakat bahwa pembelaan umum tidak
boleh di tinggalkan,mutlak hakus dikerjakan setisp muslim.

Sebagal syarat orang yang melakukan nahi sungkar
adalah sebagai berikut ( Abdul Qodir Audah,I,1968:501 ).
1. Adanya perbuatan mungkar yang melanggar syara'

2. Perbuatan mungkar itu ada pada waktu itu

3, Perbuatan mungkar itu nyata,bukan karena di kira- kira
atau di rasakan

4. Pemberantasan keburukan harus dilakukan dengan jalan se

ringan mungkin.
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b. Pengajaran ( . - r;:'.Jsu‘ )

Yang dimaksud pengajaran di sini adalah pengajaran
yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya ataupun oleh
orang tua terhadap anaknya dengan kata-kata atau perbuatan
dalam batas-batas yang-di benarkan oleh syara',dengan mak-
sud unxuk memberi peringatan dari pada perbuatannya yang
salah, | |

Pengajaran dalamlhukum pidana Islam termasuk _dalam
pemakaian hak, jadi hek tersebut boleh dipergunakan apabila
ia memakai haknya itu sepanjang tidak bertenténgan dengan
hukum~hukum syara® maka tidak di kenakan hukuman atasnya.

Seorang suami dapat memberi pegajaran terhadap is-
trinya yang menyeleweng berdasarkan firman Allah swt dalam
Al Qur'an yang berbunyi. :

e 095l s ¢ 2ioly ol ke 2SS = Ap I
Wl‘l,z.»xbf(.gb 00 L2y o) 5 gl A 3025,080 50 F 25

(g ) A

Wanita yang sholeh ialah yang taat kepada Allah swt
lagi memelihara diri ketika suaminya tidak adayoleh
karena Allah telah memelihara(mereka),wanita-wanita
- yang kamu khawatirkan nusyuznya,maka nasehatilah me
reka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur rmereka
dan pukullah mereka,kemudian jika mereka menaatimu
maka janganlah kamu mencari-cari jalam untuk menyu-
sahkannya ( Al Qur'an,4:34 ).

Para fugoha' telah sepakat bahwa batas-~batas penga~
jaran suami terhadap istrinya yaitu terhadap perbuatan-per
buatan maksiat yang tidak terkena hukum had,seperti keluar
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rumah tanpa ijin,pemborosan harta suami dan sebagainya.
Suami tidak boleh memukul istrinya karena takut menyele-
weng,melainkan sudah terjadi penyelewengan yang sebenarnya
( Abdul Qodir Audah,1968,I:513 ).

Dalam masalah ini syari'at islam memang memberi hak
tertentu kepada suami sebagai pengendali mmah tangga untuk
terjalinya keharmonisan,keamanan serta kebaikam dalam kehi
dupan rumah tangga.

Dan islam juga membatasi hak-hak tersebut untuk
menghindari perlakuan sewenang=wenang dari suami itu dan
untuk menghindarkan penyalahgunaan dari suami terhadap hak
yang telah diberikan padanya,sebab bagaimanapun juga pera=-
saan keadilan dan kemanusiaan tidak membenarkan -~ adanya -
perlakuan yang tidak senonoh antara suami terhadap istri -
nya,terlebdh terhac -~ wanitayang baik phisik maupun mental
ny: relatif lebih h dari laki-laki.

Untuk pengaj...n terhadap anak-anak di bawah umur
bisa diberikan oleh ayah,guru,pelatih pekerjaan,kakek, wa-
shiy, juga ibu bisa memberikan pengajaran, jika ia - .memjadi
washiy atau pemeliharanya ketika suami bepergian.( Ahmad -
Hanafi, 1990:230 ).

bagi orang-orang tersebut boleh melakukan pengaja-
ran atau memukul sepanjang tidak melampaui batas-batas yg
ditetapkan oleh syara!,sehingga pengajayan tersebut terbe-

bas dari pengenaan hukuman.
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c. Pengobatan ( k_/:-s}b’\n )

Para fugoha' telah sepakat bahwa mempelajari il-
mu kedokteran adalah fardlu kifayah dan bahkan menjadi
fardlu ain apabila tidak ada orang yang mempelajarinya.
Kepentingan akan ilmu kedokteran dan dokter adalah un-
tuk kepentingan masyarakat,yang oleh karenanya dalam
suatu negara,masyarakat atau kampung perlu ada  dokiter
yang bertugas untuk melayani masyarakat dalam hal yang
berhubungan dengan kesehatan.

Sebagal konsekwensinya segala akibat yang ditim-
bulkan dari pada ia melaksanakan tugasnya sebagai dok=-
ter,sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan etika -etika
ilmu kedokteran,maka baginya di bolehkan atau dibenar-
kan,maksednya ia tidak di bebani pertanggungan ;jgmmaban
pidana,yang mana hal ini sesuai’ dengan koidah :

¢ At &{drﬁkq B v E-X fﬁlcf~P>&J‘<;’*

Sesungguhnya melaksanakan sesuatu p2rkara yang

wajidb tidak harus dengan adanya késelamatan (Ab-

dul Qodir Audah,I:520).

Dalam masalah pengobatan ini termasuk dalam pema
kaian haknya,maka dokter boleh memilih cara yang paling
ringan dan bijaksana senta‘sebaik mungkin untuk melaksa
nakan tugas pengobatan ters;but.

Menurut imam Abu Hanifah bahwa seorang\?okter di

bebaskan dari pertanggungan jawaban pidana dalam menja-

lankan tugasnya karena pengobatan sangatlah -di perlu
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kan dan juga adanya ijin dari si pasden atau walinya.

Sedangkan memurut imam Syafi'i dan Ahmad, bahwa se
orang dokter bebas dari tanggung jawab pidana karena :
1. Adanya ijin dari si pasien atau walinya
2. adanya maksut(niat) dokter untuk meﬂyembuhkan pasien.

Dan menurut pendapat imam Malik adamya ijin dari pi
hak pemerintah dan si pasien itu sendiri(Abdul Qodir Audah
1,1968:521).

Seofang dokter tidak dapat dibebani - pertanggungan
jawab apabila ia keliru dalam perbuatannya,apabila kekeli-
ruan itu akibat dari perbuafanya yang tidak sesual dengan
ilmu-ilmu kedokperan yang umum atau yang lazim dari  pada
orang-prang yang mengetahui ilmu kedokteran maka dikenakan
pertanggungan jawaban pidana atasnya.Hal ini sesuai dengan
sabda Nabi saw yang berbunyi :

s \JJ-—.J.f) M{\J\»«JJ-»;A:!M
(Mga: v *xbu L alp

d.» Hapusnya keselamatan jiwa dan harta

Yang dimaksud dengan hapusnya keselamatan ialah
bolehnya diambil tindakan terhadap jiwa seseorang atau
anggota badanya,oleh karena itu maka ia bisa dibunuh = atau
dianiaya.

Tindakan tersebut bisa dilakukan bila ada dasar-das

sar yang membolehkan,dasar-dasar tersebut ialah iman/islam
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dan jaminan sementara ataw seumur hidup.

Selain karena iman dan keamanan, jaminan keselamatan
Jpwa dan badan menjadi hapus apabila seseorang malakukan
jarimah hudud dan qisos,dan yang diancam dengan kukuman ma
ti atau pemotongan anggota badan, jarimah tersebut ialah :
1. Zina muhson
2. Pengganggu keamanan ( pembegal )

3. Pemberontak ( al bagi )

4. Pembunuhan dan penganiayaan sengaja dan

5. pencuri

| Apabila seseorang melakukan jarimah tetapi ancaman
hukumannya bukan hukuman mati atau pemotongan anggota ba-
dan seperti seorang anak yang mencuri harta ayahnya dan
pembunuhan yang hanya diancam dengan hukuman diyat,maka ja
rimah tersebut tidak menghapuskan jaminan keselamatan jiwa
atau anggota badan.

Berdasarkan A .ah Jarimah-jarimeh tersebut diatas,
maka pelaku jarimsh yang kehilangan hak jaminan keselama-
tan jiwa atau anggota badannya adalah :

1. Orang harbi

2. Orang murtat

3. Zina muhson

4, Pengganggu keamanan ( mukarid )

5. Pemberontak ( al bagi )

6. Orang yang di kenai hukuman gisos dan

7. Pencuri ( Abdul Qodir Audah,1968,1:533 ).
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Syarat-syarat tentang hapusnya jaminan keselamatan

dari orang-orang tersebut di atas akan di uraikan berikut

ini

1.

2

o
L]

Orang harbi

Orang harbi meliputi warga negara non islam atau
negeri lawan yang berada di negerinya sendiri atau bera
da di negeri islam dengan mendapat janji keamanan,teta-
pi masa perjanjian tersebut telah habis atau dengan ka
ta lain negara-negara yang tidak ada hubungan sama seka
1i dengan pemerintahan islam.

Para fuqoha' telah sepakat bahwa jiwa orang hare
bi tidak dilindungi,aleh karena itu apabila ia di bunuh
atau dianiaya oleh orang lain,maka perbuatan . tersebut
tidak di larang,akan tetapi dalam keadaan tertentu pela
kunya bisa di hukum,karena perbuatannyaJhembelakangi we

venang pemerintz atau main hakim sendiri.

Orang murtat

Hapusnya jaminan keselamatan jiwa bagi orang mur
tad adalah karena islamlah yang menjadi dasar adanya ke
selamatan jiwa tersebut.Setelah meninggalkan islam, ma-

 ka dasar tersebut menjadi hilang dan jiwanya tidak ter

lindungi lagi.Kedudikan orang murtad dalam syari'at is-
lam adalah sebagal orang yang tidak terlindungi jiwanya
maka apabila ia di bunuh oleh orang lain,maka perbuatan
nya itu tidak di anggap sebagai pembunuhan sengaja,

apabila orang yang meninggalkan islam atau murtad
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tersebut sudah disuruh untuk bertaubat dan memeluk agama
islam.atau selama ia masih dalam kemurtatannya.

3+ Zina muhshan

Di dalam syaritat Islam pelaku zina muhshan hukuman
nya adalah dirajam sampai mati,oleh karema itu pelaku zina
muhshan jiwanya tidak terlindungi.

4.. Pengganggu keamanan ( Al Muharib )

Pengganggu keamanan ialzh orang yang pelakukan Jari
mah hirbbah,yaitu membuat keonaran (kerusakan)atau melaku
kan pembegalan (penyamunan).

Adapun ancaman hukuman bagi jarimah hirobah,seperti
yang dicamtumkan dalam firman Allah swt sebagai berikut :

Lo A B0 2B 99 AN 02\ 215 5= !
&M@lg}‘: H‘?MJ'MJ“M o Vol

Cov a8 ) oo A 4 f,x.,gﬁ
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang .- yang
memerangi Allah dan Rosulnya dan membuat . kerusakan
di muka bumi,hanyalah mereka dibunuh atau .disalibd,
atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan berse-
ling,atau dibuang dari negeri tempat kedtamanaya.
( Al Qurtan,5:33 ).

Jadi jelaslah bahwa pelaku jarimah hirobah mengaki-
batkan hapusnya jaminan keselamatan jiwa atau anggota ba-
dannya kecuali mereka bertaubat sebelum ketengkap oleh pe

nguasa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al Qur'an :
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P ST A MR ORI N
(yg: s S\
Kecuall mereka yang benar-benar bertaubat, sebelum

ka?u menjatuhkan hukuman kepada mereka.(AlQur'an,S:
34).

5. Pemberontak ( Al Baqi )

Pemberéntak adaiah orang yang berusaha mengadakan
rerobahan terhadap sistim pemerintahan atau menyatakan ti=-
dak mau tunduk kepada pemerintahan (Islam).

Pelaku jarimah al baqi jiwanya tidak terlindungi la
gl keselamatannya,dan bagi orang yang membunuhnya tidak di
kenakan hukuman,keadaan tidak terlindungi tersebut berlaku

terus sampai selesainya pemberontakan.

6. Orang yang dikenai hukuman gqisos

Qisos ialah Juat jarimah dijatuhi-hukuman yang
sesuai (seim;;ng) C an macam perbuidtanya dan hukuman qi
sos dikenakan terhadap jiwa atau anggota badan.

Qisos dalam syari'at Islam merupakan hukuman . pokok
bagi pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja,jadi bagi
siapa yang melakukan kedua jrimah tersebut maka ia - tidak
terlindungi lagi keselamatan jiwa atau keselamatan anggota
badannya.

Keadaan tidak terlindungi sebagai akibat qisos ber-
sifat relatif,karena hukuman gisos hanya merupakan hak bu-

kan kewajiban,dan oleh karena itu hanya orang yang mempu-



nyai hak saja,yaltukorban atau walinya yang bisa melakukan
pembunuhan.Kalau orang lain yang membunuhnya,meskipun sesu
dali ada keputusan tentang dijatuhkamya hukuman gqisos maka
perbuatanya dianggap sebagal pembunuhan sengaja,karena ia
membunuh yang sebenarnya mmasih mempunyai lek jaminan kese
lamatan jiwa.

Pada dasarnya pelaksanaan segala hukuman berada di
tangan penguasa,pengecualian satu-satunya dalam hal - _ini
hanya hukuman gisos, dimanalorben atau walinya bisa menjatu

. kan sendiri hukuman tersebut.

7. Pencuri
Hukuman bagi seorang pencurd adalah potong  tangan
sebagaimana disebutkan dalama qur'an yang berbunyi ¢

g
Cracsasld)) 3 L2001 gl B\ i LN s GuL IV

Orang yang . ari baik laki-lakl maupin perempuan
. haruslah dipc 1g tangannya sebagai pembalasan atas
perbuatanya.( Al Qur'an,5 5:%38 ).

Oleh karena itu tangan pencuri tersebut sudah tidak
terlindungi lagi atau dengan kata lain hapusnya jaminan ke
selamatan,sedang anggota-anggota badan lainya tetap terlin
dungi.

kedudukan hukuman potong tangan atas pencurian alla
lah merupakan kewajiban bukan hak,sebagai keterkaitan dg
kedudukan hukuman tersebut maka jika ada seseorang yang

dengan sengaja memotong tangan pencuri yang memang seharus
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ﬁya ditegakkan hukuman tersebut,maka ia tidak dikenai per-
tanggunggan jawaban pidana,karena tangan pencuri tersebut
sudah tidak memiliki hak perlindungan.( Ahmad Hanafi.1990
$250 ). |

e. Melaksanakan Undang-Undang atau Perintah Jabatan

Undang-undang dalam pengertian yang luas mencakup
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al qur'an assunnah
Juga ketetapan dari penguasawpenguasa yang sah yang dibe-
ri hak untuk membuat undang-undang atau peraturan-peratu -
ran seperti ulul. amri atau ahlul halli wal'aqdi.

Perintah Jabatan ialah perintah yang diberikan oleh
penguasa yang berhak untuk itu,yang diberikan kepada pega
wai di bawahnya jang masih termasuk dalam lingkungan peker
Jaannya,untuk mewuj—-“kan kemaslahatan masyarakat dan keten
traman masyaraka* .

Sebagail das.. danya ditiadakanya pertanggungan ja
waban bagi orang yang melaksanakan tugas ataurperintah ja
batan atau melaksanakan undang-undang menurut hukum islam

ialah :
o1 sl J g M a5 bl e Vil g i,
L o5 ) JMJJBJ&UUJJJ: M¢¢-‘JL¢ ub((»

Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taa
tilah Rosulnya dan ulil amri diantara kamu,kemudian
Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah kepada Allah(al Qur'an)dan Rosul.

( Al Qurtan,4:=3).
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Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah, se-

sungguhnya taat kepada Allah adalah dalam kebaikan.

( Abu Daud,II:38 ).

Bagi pegawai pemerintah yang melaksanakan pekerjaan
nya menurut undang-undang yang berlaku atau dari penguasa
yang sah,baginya tidak di bebani pertanggungan jawaban pi-
dana meskipun pekerjaannya itu di larang oleh syara%® untuk
masyarakat pada umumnya.

Mengenail ketaatan pada ulil amri untuk melaksanakan
perintah jabatan atau undang-undangdalam islam di >.batasi
oleh keadaan sepanjang tidak bertentangan dengan Al qur'an
dan As sunnah.Dalam hal melaksanakan perintah jabatan yang
mengandung suruhan untuk berbuat maksiat tidak ada kewaji-
ban untuk mentaatinyvsa.

Apabila suat: rbuatan yang di jalankan ternyata
salah,sedang orang . - melaksanakan perbuatan itu dengan
i*tikat yakhg bailk,maka tidak ada pertanggungan Jawabah pi
dana baginya,selama pekerjaan itu masih berada dalam ling-
kungan wewenangnya dari pekerjaannya ( Abdul Qodir Audah:,
1968,1:561 ).
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2. Alasan-Alasan Yang Menghapuskan Hukuman Berkaitan
Dengan Adanya Sifat-Sifat Tertentu Pada Diri Pelaku Ja
rimah ( As Babul Raf'il Uqubah / Alasan pemaaf ).

Dalam pokok bahasan diatas smdal. ¢ijelaskan penger-
tian dari as babul raf!'il uqubah yang pada intinya  sebabd
dari dihapuskanya hukuman berhubungan erat dengan keadaan
diri dari si pelaku jarimah,ada empat keadaan yaitu :

a. Daya paksa

b. Belum dewasa ( anak-anak )
¢. Mabuk

d. Gila ( hilang akal )

Masing-masing dari keadaan tersebut akan kita bica
rakan satu persatu dengan lebih jelas pada pembicaraan be
rikut ini,

a. Paksaan ( Al |kroh )
Istilah daya paksa dalam hukum pidana 1slam disebut

dengan ( al ikroh ) yang kata-kata kerjanya :

VYIRS VP ()

Pengertian paksaan atau daya paksa menurut istilah
para ulama' fiqih islam adalah :

(o dala oS A e /36 6, L1308 D1sm - 65
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Daya paksa ialah suatu ancaman paksaan dari  orang
yang mampu memaksa terhadap orang lain,yang segera
akan dilaksanakan dimana cukup mempenggaruhi fiki-

ran normal,serta tibul dugaan kuat bahwa ancaman

itu akan benar-benar ditimpahkan kepada orang yang
diancam, jika ia menolak apa yang dipaksakan kepada=-

nya ( Abdul Qodir Audah,I,1968:563 ?.

Dari batasan mengenai daya paksa tersebut dapat di
simpulkan bahwa ikréh atau daya paksa ialah suatu ancaman
dengan pakéa terhadap seseorang dari orang yang lain untuk
mengefjakan sesuatu perbuatan,dimana tidak ada .pilihan
lain bagi orang yang dipaksa kecuali”gggpgrbuat-apa yang
dikehendaki oleh -si pemaksa. =

$bagai dasar hukum darl adanya paksaan sebagal -sa=-
lah satu yang henghapuekan hukuman ialah- firman Allah da-

lam Al Qur'an yang berbunyi .:

(Wi e o Ay dde Pl oo dbagl si o2 oo

Tetapi barang sispa dalam keadaan terpaksa(memakan-
nya)sedang ia tidak memginginkannya dan tidak pula
melampaui batas,maka tidak ada dosa baginya ( Al =~
Qur'an,2:173 ).

(1o plaobt) kedl o o Va ol L ohe 8 405 5 9

Sesunguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa
yang diharamkanNya atasmu,kecuali apa yang terpaksa
kamu memakannya ( Al Qur*an,6:119 ).
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Sesungguhnya Allah tidak membebankan hukum kepada

umatku yang keliru,lupa,dan yang terpaksa . ( Ibnu-

Majah,I,GSS&) o . i

Dari dalil-éalil al qur'an dan hadist diatas terse
but jelaslah bahwa hukum pidarna Islam mengenal apa yang
disebut dengan daya paksa,oleh karenanya seseorang yg ber-
buat jarimah karena adanya daya paksa atau paksaan maka

ia dihapuskan dari hukuman.

1.. Macam-macam paksaan

Hukum pidana.islam membagi daya paksa itu kepada
dua macan.yakni :

a, Daya paksa absolut ( _ ?\"‘bbﬁ)

Yang dimaksu dengan daya paksa absolut( OJL‘ﬁ;ji)
yaitu:; paksaan yang menghil- .an dan merusak piliﬁan dan
dikhawatirkan. akan mengancam jiwa,dalam keadaan daya paksa
ini tidak ada lagi pilihan usaha untuk menghindari paksaan
kecuali berbuat menurut kehendak si pemaksa.

b. Daya paksa relatif ( ‘r,l.n_,}_.‘- o},ﬁ)

Paksaan relatif dalam.i;tilah hukum pidana islam
disebut juga dengan ( o,LAJéLolyja).yaitu: daya paksa yg
menghilangken kerelaan tetapi tidak merusak adanya pilihan
dan tidak sampai menggancam jiwa.Paksaan ini berkisar pada
masalah jual beli,sewa menyewa atau masalah-masalah mua'ma

lah lainya.Orang yang dalam keadaan paksaan relatif ini
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di mungkimkan masih bisa memilih dua kemungkinan dari per-
buatan meperima amcaman atau menuruti paksaan mereka .

( Abdul Qodir Audah,I,1968:563 ),

2. Syarat-syarat daya paksa
Untuk terwujudnya paksaan maka di perlukan bebe-
rapa syarat,apabila tidak ada syarat maka tidak di-ang-
gap sebagal paksaan,sedangkan syarat-syarat adanya pak
saan menurut hukum pidana islam adalah sebagai berikut:

a. Ancaman yang menyertal paksaan adalah berat,sehingga
menghllangkan kerelaan orang yang di paksa.

b. Apa yang diancam adalah sekeétika yang mesti (hampir)
terjadi, jika orang -ang dipaksa tidak melaksanakah
keinginan si pemak: .

¢. Orang yang memaksa mempunyai kesanggupan (kemampuan)
untuk melaksanakan ancamannya.

d. Pada orang yang menghadapi paksaan timbul - dugaan
gaah kuat Yahwa apa yang diancamkan padanya benar-
benafakan terjadi,kalau ia tidak memenuhi tuntutanya.

e. Perkara yang di ancam adalah perbyatan yang dilarang
( Ahmad Hanafi,1990:356 ).

3+ Hukum paksaan
Hukum paksaan dapat berbeda-beda menurut perbeda

an perbuatan yang terjadi,dalam hal ini tidak lebih da-
ri tiga keadaan yaitu :

4. Perbuatan yang tidak di pengaruhi oleh paksaan Jadi
tetap dianggap sebagai jarimah yaitu pembunvhan, pe-
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nganiayaan beraj.walaupun paksaan abgolut,alasannya :
(o e 1) Gl s ol (e IS A

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan

Allah(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu(sebab )

yang bgnar’( AlVQur'an,6:151 ).
Perbuatan yang diperbolehkan karena adanya paksaan,: se
hingga perbuatanya tidak di anggap sebagal jarimah,per-
buatan-perbuatan yang termasuk dalam kelompok ini hanya
berhubungan dengan soal makanan dan minuman yang di ha
ramkan.Sebenarnya perbuatan-perbuatan tersebut tidak di
halalkan,kalu bukan keadaan terpaksa,akan tetapi pere.
buatan-perbuatan tersebut diperbolehkan,jika seseorang .
di paksa untuk mengefjakanya,meskipun pada dasarnya per
buatan-perbuatan tersebut diharamkan,karena keharaman
tersebut menjadi hapus dengan adanya paksaan. ‘
Dasar hiperbolehkanya perbuatan tersebut adalah sebagai
mana firman Allah yang berbunyi :

vy 18 528 &A&?\Xb alsj_géj&jﬂ#\c;"

tetapi baramg siapa dalam keadaan terpaksa( memakanya )
sedang ia tidak menginginkanya dan tidak pula melampaui
batas,maka tidak ada dosa baginya ( Al Qur'an,2:173 ).

Perbuatan yang diperbolehkan sebagai pengecualian, jadi

perbuatan tersebut tetap sebagai jarimah akan tetapi ti

- dak dijatuhi hukuman.Alasan pembebzsan dari hukuman ia

lah bahwa pembuatnya tidak mempunyai kehendak dan pili
han tersebut.Jadi sebab bebasnya hukuman tersebut berta

lian dengan peribadi pembuat,bukan pada perbuatannya,



oleh karena itu maka hukumannya di bebaskan dari si
pembuat sedangkan perbuatannya tetap dilarang dan d4
syaratkan paksaanya absolut apabila paksaannya relatif
maka tidak bisa menghapuskan hukumannya,meskipun pem--
buat dibebaskan dari hukuman akan tetapi ia diharuskan
Bngganti terhadap kerugian yang ditimbulkannya ( Ahmad
Hanafi,1990:362 ).
4., Keadaan darurat
Keadaan darurat disamakan hukumnya dengan paksaan.
perbedaannya hanya mengenai sebab timbulnya perbuztan, di
dalam paksaan pembuat dipaksa oleh orang lain untuk berbu-
at sedang dalam keadaan darurat pembuat sebenarnya tidak
dipaksa oleh orang lain akan tetapi ia mendapat dorongan.
dalam suatu keadaan yang harus dikerjakan atau mengadakan
perbuatan jarimah,agar dirinya atau orang lain +terhindar
dari bahaya ( Ahmad Hanafi,1990:364 ).
Para fugoha' telah menentukan syarat~syarat keadaan
darurat yang dapat menghapuskan hukuman yaitu :
a., keadaan darurat harus memaksa sekali,yang khawatir dir%
nya atau orang lain akan mengalami kebinasaan jiwa.
b. keadaan darurat tersebut benar-benat terjadi
¢. Tidak ada Jalan lain untuk menghindari keadaan darurat
kecuali melakukan jarimah.
d. Menghindarkan keadaan bahaya tersebut sperlunya sekedar

melepaskan dari bahaya (Abdul Qodir Audah,I,577 ).



b. Belum dewasa ( anak-anak )
Sebab-sebad hapusnya hukuman menurut hukum pida

na islamialah belum dewasa artinya jarimah-jarimah yang di
lakukan oleh anak-anak yang belum dewasa,dan syaritat is-
lam membagi tingkatan-tingkatan anak-anak yang belum dewa=-
sa fersebut pada beberapa tingkatan sesuai dengan tingka-
tan akal pula,yaitu :
1. Masa tidak mempu berfikir

Masa ini ialah sejak seseorang dilahirkan sampai
batas usia tujuh tahun,pade masa tersebut seseorang anak
dianggap belum mampu berfikir atau mamaiyiz,umur tujuh ta
hun adalah menurut ukuban umum,walaupun ada anak yang beru
mur tujuh tahﬁn yang mampu berfikir dan ifu merupakan  pe
ngecualian dari itu,pembatasan umur tujuh tahun itu untuk
keseragaman, tetapi apabila menurut hakim perbuatan pidana
yang dilakukan oleh anak tersebut dan anak itu telah mam
pu berfikir atau mempunyai kecakapan dalam menentukan ke=
hendaknya,maeka hal tersebut diserahkan kepada hakim untuk
menjatuhkan bentuk hukuman yang dikenakan,akan tetapi pada
umumnya anak yang berumur tujuh tahun belum mumajiyiz yang
oleh karenanya dihapuékan dari hukuman atas perbuatan yang
¢ilakukanya.
2. Masa berfikir lemah

Masa berfikir lemah ini yaitu sejak anak berumur tu

Juh tahun sampai baliq atau disebut dengan istilah
. . \
C Guap N DYook
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‘Sebagian ulama' membatasi masa ini dengan usia lima belas
téhun walaupun ia belum dewasa dalam artian yang sebenar -
nya,pada masa ini bila sianak mengerjakan perbuatan Jjari-
mah tidak dikenakan pertanggungan jawab pidana,tetapi ha
nya di beri pengajaran untuk mendidik si anak tersebut uyp
tuk menyadari perbuatan-perbuatan yang perna dilakukan.
3. Masa berfikir sempurna

Dalam hukum pidana islam masa ini disebut dengan ma
sa baliq ( dewasa ).Pada masa baliq dimulai sejak berumur
lima belas tahun atau menurut hakim ia telah dinyatakan de
wasa dengan melalui pemeriksaan seperlunya,sudah barang
tentu ia bukan anak-anak lagi,maka setiap perbuatan jari -
mah yang dilakukan dikenakan pertanggungan jawaban pidana
atasnya,apabila tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan
hukuman seperti yang telah diterangkan sebelumnya ( Abdul
Qodir Audah,I;602 ).

c. Mabuk

Mengenai perscalam mabuk,sukar untyk mempertahankan
pendirian secara alternatif konsekwen,apakah mabuk menee-
gah taklif atau tidak.Hal inl karena disebabkan ukuran
mabuk tidak sama untuk setiap orang,dan garis peinisah anta
ra ada dan hilangnya akal ( fikiran waras dengna keadaan =-
mabuk ) sehingga tidak dapat ditarlk secara tegas, karena
kehilangan akal seseorang dalam keadaan mabuk adalah seca=

ra berangsur-angsur menurut kadar alkohol yang ada dalam
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darah,sehingga sebab-sebab dari pada mabuk bermacam- macam
ada yang disebabkan arak atau mihuman keras,ada pula kare-
na obat-~obatan,ataupun makanan yang memabukkan.Unsur lain
nya yang perlu diperhatikan adalah apakah keadaan mabuk
itu dikehendaki ataukah tidak dikehendaki,dengan perkataan
lain apakah mabuk itu disengaja ataukah tidak (Dr.Haliman,
1970 : 223).

Yang dimaksud dengan mabuk menurut Abu Hanifah ia-
Jah hilangnya akal fikiran karena meminum miniman keras
atau yang sejenisnya,dan seseorang dianggap mabuk apabila
telah hilang akal fikiranya baik bamyak atau sedikit, dan
tidak lagi membedakam antara langit dab bumi atau laki- la
ki dengan perempuan ( Abdul Qodir Audah, I : 582 ),

Sebagal dasar dari pada diharamkanya minum Xkhomer
yaitu firman Allsh yang berbunyi :

O S35\, 45 o L 19 hop I g2 55 01 g i e

i orang-orang yang beriman, janganlah kamii eholat
sedang kamu dalam keadaan mabuk,sehingga kamu me-
ngerti apa yang kamu ucapkan ( Al Qurfan,4:43 ),
Dari penertian menufut Abu Hanifah tersebut diatas
dan berdasarkan nas-nas al Qur'an surat An Nisa' dan Jjuga
Al Bagoroh ayat 219,serta Al Maidah ayat 90 yang melarang
minum khomer dapat disimpulkan bahwaﬂyang dimaksud -gengan
mabuk ialah hilangnya fikiran sebagian atau seluruhnya,se-
hingga tindakan tidak terkontrol oleh akal fikiran yang

normal disebabkan khomer.
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Mengenail pertanggungan jawaban pidana bagi orang

yang mabuk,hal ini delam hukum islam di bedakan menurut se

bab-sebab mabuknya yaitu :

1.

d.

Bahwa orang yang mabuk tidak dujatuhi hukuman atas Jari
mah-jarimah yang diperbuatnya,apabila ia dipaksa atau
terpaksa minum,atau meminumnya étas kehendak sendiri,te
tapi ia tidak mengetahui keadaan sebenarnya tentang apa
yang diminumnya,atau ia meminum-minumankeras untuk be
robat tetapi kémudian memabukkanya, sebab orang mabuk hi
lang akalffikiranya ketiké.uelakukan perbuatanya, sehing
ga dengan demikian,maka hukumnya sama dengan orang gila
atau orang tidur.

Di bebani pertanggungan jawaban apabila ofang yang mi-
num-minuman keras karena kemauan sendiri tanpa sesuatu
alasan atau meminumnya sebagai obat yang sebenarnya ti-
dak diperlukan,kemudian ia mabuk,maka ia harus bertang
gung jawad atas setiap jarimah yang diperbuatnya selama
mabuk itu,sebagai tindakan pengajaran,baik . -disemgaja
atau tidak disengaja,karena ia telah menghilangkan akal
nya oleh dirinya sendiri.artinya ada unsur sengaja mi-
num untuk mabuk atau setidak-tidaknya diketahui akan
akibatnya ( Ahmad Hanafi,1990 : 373 ).

Gila ( hilang akalnya ) dan hal-hal sejenisnya
Pengertian gila yang dimaksud ialah hilangnya akal

atau berubahnya atau karena lemahn&a daya pikir ( Abdul Qo

dir Audah,I:585 ).
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Mengenai hal-hal yang sejemisnya yaitu dalam artian
yYang luas maksudnya keadaan lain yang dipersamakan dengan
gila sebagai akibat pertumbuhan pisik yang tidak © normal
atau akibat sakit yang dideritanya sehingga jiwanya tidak
normal dan tidak berfungsi seperti biasa,seperti halnya gi
la berselang,gila sebagian,dungu ('atah),epilépsi ( ayan )
gerakan tidur { peniduran hipnotis ).

Sedangkan pengaruh gila terhadap pextanggungan Jawa
ban pidana tidak sama,dan hal ini tergantung kepada perso-
alan apakah gila tersebut menyertal jarimah atau datang se
sudahnya.Apabila gila menyertai perbuatan jariman yakni
ketika memperbuat jarimah pembuatnya sudah gila,maka pem
buatnya dibebaskan dari hukum karena ia tidak mempunyai ke
kuatan berfikir,dan tidak disertai perasaan atau pilihan
terhadap perbuatanya,baik karena gila atau karena cacat pa
da fikiranya.( Ahmad Hanafi,1990:382 ).

Sebagai dasar dari hapusnya hukuman bagi orang gila
dan yang sejenisnya ialah hadist Nabi yang berbunyi:

‘;axg_g,,._; ,p_)\;”;;;:t ~ &pgul ARIYY LA dal o)

&:9::33\&1}3 doé\,:..sM
Terangkat pena (pertanggungan jawaban)dari - tiga

orang yaitu orang tidur sehingga bangun,anak kecil
sehingga ia dewasa duan orang gila sehingga ia sem-
buh ( Ibnu Majah,I:658 ).

tpabila dalam hadist tersebut keadaan tidur disatu

kan penyebutannya dengan keadaan gila maka hukumannya seha



rusnya di persamakan.Akan tetapi para fugoha' mempersama-
kan keadaan tidur dengan keadadn daya paksa dan tidak mem
persamakan dengan keadaan gila,boleh jadi alasannya ialah
karena orang yang tidur bangun ( yang mengadakan gerakan -
tidur ) memiliki kekuatan berfikir,dan yang hilang dari pa
danya hanya pilihan ( kemauan ).Jadi ketika mengadakan per
buatannya ia tidak mempunyai tujuan,tetapi dalam pada itu
ia tidak kehilangan kekuatan berfikirnya dengan bukti bah-
wa ia tidak berbuat semena-mena ( sembarang perbuatan )dan
ia dapat membedakan antara yang berhahaya dengan yang ti-
dak berbahaya,serta ia tidak mengadakan perbuatan yang me
rugikannya ( Ahmad Hanafi,1990;379 ).

Yang lebih tepat ialah mempersamakan orang ... tidur
bergerak dengan orang yang mehgalami paksaan meskipun ka-
lau kekiranya dapat diakui hilangnya semua kekuatan, berfi
kir dari orang yang tidur,karena orang yang mengalami pak-
saan,meskipun tetap memiliki kekuatan berfikir dan kemauan
sendiri,namun ia bekrbuat bukan atas désar fikiran dan kema
uan sendiri,melainkan -ia berbuat karena di dorong oleh kem
mauan dan fikiran orang lain.

Para ulama' telah sepakat bahwa orang gila tetap di
mintai pertanggungan jawaban secara perdata sebagai akibat
dari perbuatannya,sebab harta benda dan jiwa orang . .lain

mendapat jaminan keselamatan.

42
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B. Menurut hukum pidana

1. Hal-hal yang menghapuskan pengenaan pidana
Dalam sub bab di muka telah diuraikan unsur-
unsur perbuatan pidana yang merupakan syarat--syarat
untuk menentukan sampai di mana perbuatan seorang

manusia dapat dikenakan hukuman pidana.

Lain halnya derigan alasan-alasan yang dalam
keadaan-keadaan khusus menyebabkan suatu perbuatan,
yang pada umumnya merupakan tindak pidama,kehilangan
sifat tindak pidana,sehiﬁgga si pelaku sebagail keke-

. cualian,bebas dari hukuian pidana.Alasan-alasan iai
semua termuat dalam titel III dari buku ke I KUHP.
( Wirjono prodjodikoro,1989:74 ).

Baiklah akan kami uraikan satd persatu menge
nai hal-hal yang menghapuskan pengenaan pidana atau
hukuman sebagai mana di sebutkan di dalam pasal- pa-
sal KUHP pada titel III buku I selain pasal 52. Kea-
daan-keadaan itu sebagaimana. tersebut di  bawah

ini

1. Tak mampu bertanggung jawabd

Dasar penghapusan pidana karena tidak maﬁﬁu ber-

tanggung jawab dalam hal-hal tertentu karena jiwa
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nya cacat dalam tubuhnya atau gangguan penyakit, telah
diatur dalam pasal 44 KUHP.Mengenai perbuatan yang di
lakukan oleh perseorangan itu tetap di pandang bersi-
fat melawan hukum,akan tetapi berhubung keadaan si
pembuat disitu kesalahannya tidak ada padanya,dan kare
na itu pula kepadanya tidak dipidana,menurut ilmu pe-
ngetahuan dasar penghapusan pidananya termasuk  schul
duitsluitingsgrond ( Bambang Poernomo,1982:202 ).

| -Dan istilah tak mampu bertanggung jawabh ini +t1i
dak dapat disamakan dengan tidak ada kesalahan berupa
kesengajaan atau culpa.Maksud istilah tersebut ialah
meskipun pada pelaku terdapat kesengajaan sebagai sya-
rat perbuatan pidana tetapi dalam hal ini pelaku tetap
di bebaskan dari hukuman.

Dalam merumuskan kemampuan bertanggung  -jawab

KUHP orang dapat menempuh beberapa cara :

a. dengan menentukan sebab-sebabnya

b. dengan menentukan akibatnya

c. dengan menentukan seb .b-sebadb dan akibatnya (Roes -
lan S4eh,1987:77).

Jika diruﬁuskan menurut eara yang pertama maka
yang disebutkan adalah sebab-sebadb orang tak mampu ber
tanggung jawab, jika setelah dokter menentukam =~ bahwa
pelaku adalah gila dan ¢-bagainyz,maka terdakwa tidak
dapat dipidana. h

Menurut cara merumuskan kedua,yaitu menentukan
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akibatnya,ialah tidak mampu bertanggung jawab,maka ha
kimlah yang menentukan apakah terdakwa mampu bertang-
gung jawab ataukah tidak.Dan tidak diperlukan apa yang
menyebabkan pelaku tidak mampu bert.nggung jawab.

Cara merumuskan yang ketiga,seperti yang diguna
kan dalam KUHP kita,yaitu menetukan sebab-sebab dari
tidak mampu bertanggung jawab,dalam hal ini harus ada
suatu kerja sama antara doktersdan hakim,yaitu dokter
menentukan tentang sebab-sebabnya,tetapi akhirnya ha-
kimlah yang menentukan apakah karenanya pelaku dipan
dang mampu bertanggung jawab ataukah tidak atas perbua
tan yang dilakukannya.

Akal yang kurang sempurna atau penyakit yang
mengganggu akal dalam pasal 44 ayat i tersebut maksud
nya yaitu kelemahan akal bisu,tuli,sedang penyakit yg
mengganggu akal ada dalam keadaan : gila,penyakit sya-
raf,ayan,murung dan penyakit-penyakit Jiwa yang lain,

Menurut R.Soesilo yang dimaksud dengan . kurang
sepurnya akalnya yaifn kurang sempurna kecerdasan otak
nya,Orang-orang semacam ini sebenarnya tidak -.sakit,
akah tetapi cacatnya karena mulai sejak lahir sehingga
pilkiranya tidak dapat berkembang maju,dan ia seperti
anak kecil dan tidak mempunyai daya yang normal untuk
dapat membedakan baik dan buruk yang biasanya di. sebut
dengan ideot,gila,buta,tuli sejak lahit.Tidak selama-
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nya orang-orang seperti ini bebas dari hukuman, hakim
lah yang berwenang menentukan apakah ia dapat bebas da
ri tanggung jawab‘atau tidak ( R.Soesilo,1991:61 ).

Alasan yang merupakan untuk menghapuskan pidana
akal yang kurang sempurna atau penyakit yang menggang-
ga akal,punya sifat perseorangan.Peristiwa seperti itu
tetap dapat dipidana,akan tetapi sipelaku tidak: dapat
dipidana berhubung dengan keadaan jiwanya.Unsur kesala
han tidak adanya maka ia tidak dapat éi pidana.

Mengigat keadaan ini berbahaya bagi dirinya sen
diri maupun masyarakat maka dalam pasal 44 ayat 2 mem
beri hak istimewa bagi hakim,yang bunyinya sebagai be
rikut :

Jika ternyata ‘bahwa perbuatan tidak dapat diper
tanggung jawabkan padanya disebabkan karena Jji=
wanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu kare
na penyakit,maka hakim dapat memerintahkan supa
ya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit ji=
wa, aling lama satu tahun sebagai waktu pereoba

? Moel jatno,1982:25 ).

Dalam hal ini harus diingst bahwa hak istimewa yang di

berikan oleh undang-undang,hakim hanya dapat menerap

kan apabila tidak,ada kemampuan untuk dipertanggung ja

wabkan berdasarkan gkal yang kurang sempurna atau sa-

kit gangguan akal.

Undang-undang menyebutkan waktu percobaan ada-

lah paling lama selama satu tahun.Hakim dalam putusan -
nya sebaiknya tidak usah menyebutkannya dalam waktu texr
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tentu, tetapi harus berpegang pada susunan perkataan da
lam pasal 44 ayat 2 KUHP ( J.E.Jonkers,1946:258 ).
Tindakan hakim menempatkan si pelaku dalam ru-
mah sakit Jiwa bukan merupakan penghukuman,‘ melainkan
semacam pemeliharaan yang bertujuan menyembuhkanzsi Pe

laku dari penyakit jiwanya.

2. Belum cukup umur ( belum umur 16 tahun )

Di dalam pasal 45 KUHP menenfukan bahwa jika se-
seorang yang belum cukup umur (minderjarig)ka:ena melas
kukan perbuatan sebelum berumur 16 tahun,maka hakim da
pat memutuskan memilih salah satu dari tiga kemungkinan
yaitu
a. memerintahkan supajya yang bersalah dikembalikan kepa

da orang-tuanya,walinya,pemeliharanya dengan - tidak
dikenakan sesuatu hukuman apapun.

b. memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada
pemerintah yaitu diserahkan pada rumah rendidikan
anak-anak nakal sampéi mencapal umur 18 tahun.

c. atau menjatuhkan pidana seperti orang biasa,akan te-
tapi dalam hal ini ancaman pidananya dikurangkan de
ngan sepertiganya ( R.Soesilo,1991:62 ).

Dengan ketiga macam kemungkinan ini kepada hakim
diberikan kesempatan untuk menimbang-menimbang keca&é
Pan rohani anak,apabila hakim menilal bahwa anak- anak
umur 8 atau 14 tahun kecakapan akalnya ternyata tidak
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normal dalam perkembangannyg maka sudah cukup hakim me
ngirimkan anak itu kembali ;epada orang tuanya atau wa
linya tanpa di pidana apapun.
 Ketentuan yang kedua adalah lebih keras yaitu
diserahkan kepada rumah pendidikan negara,yang mana hu
bungan antara yang bersalah dengan keluarga menjadi ja
uh,karena yang bersalah harus masuk ke dalam rumah pen
didikan paksa.Hal ini sesuai dengan pésal 46 ayat 1 da
ri KUHP. .
Putusan ini hanya dapat dilakukan terhadap para
residivis,yaitu yang pernah dihukum,Jika perbuatan itu
masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran Yyg
di terangkan dalam pasal 489,490,492,496,497,503- 505,
514,417.- 519,526,531,532.536 dan 540 KUHP,dan perbua
tan: . . itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah
keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan .- .salah
satu pelanggaran ke jahatan,maka dapat dihukum anak yg
bersalah itu (R.S0es8il0,1991:61).
Apabila pengadilan memerintahkan agar .terdakwa
diserahkan di bawah kekpasaan pemerintah,maka terdakwa
1. dapat dimasukkan datam suatu lembaga pendidikan da
ri pemerintah agar ia di didik seperlumya,atau

2. dapat diserahkan kepada seorang penduduk indonesia,
atau suatau perkumpulan badan hukum yang berkedudu-
kan di indonesia,agar ia dididk disitu sampai si
terdakwa mencapal umur 18 tahun;(Wirjono Prodjodiko
ro0,1989:94).
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Jika hakim berpendapat,bahwa akal dan . kecerda
san otak anak itu cukup mampu membedakan-membedakan ba
ik dan.buruk maka hakim bisa menjatuhkan hukuman, dan
hukuman yang dijatuhkan tidak boleh lebih dari dua per
tiga maksimum hukuman yang diancamkan.Supaya hakim da
pat mempergunakan kesempatan yang diberikan dalam pa=-
sal 45 KUHP harus memenuhi dua syarat,yaitu :

1. orang itu waktu'dituntut di muka pengadilam harus
belum dewasa.
yang dimaksud belum dewasa,bagi orang indonesia me
nurut Stbt,1931 No.54,bagi orang eropa menurut . pa-
sal 330 BW iélah mereka yang belum berumur 21 tahun
dan belum kawin.Orang kawin dan bercerai sebelum be
rumur 21 tahun,ia tetap dipandang dewasa.

2. tuntutan itu mengenai tindak pidana yang telah di
lakukan orang tersebut pada waktu ia belum berumur
16 tahun ( R.Soesilo, 1984:62 ).

Di dalam pasal 47 ayat 1 yang berbunyi :

Jika hakim menjatuhkan pidana,maka maksimum pi-
dana pokok terhadap perbuatan pidananya di ku-
rangi sepertiga (Moeljatno,1982:26).
Yang dimaksud dalam pasal 47 ayat 1 diatas ialah jika
hakim menjatuhkan pidana,maka maksimum pidana = pokok
terhadap perbuatan pidananya dikurangl sepertiga. Hal
ini bukanlah berarti bahwa hakim harias menjatuhkan pi
dana selama mcksimum pidana pokok terhadap perbuatan

pidananya dikurangi sepertiga,akan tetapi hakim mempu-



50

nyal kebebasan untuk menentukan besar kecilnya pida
na yang tepat.

Mengenai perbuatan pidana yang diancam dengan
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, apabila
dilakukan oleh anak yang belum cukup umur diancam de-
ngan pidana penjara paling lama lima belas tahun.Seba-
gal dasarnya adalah pasal 47 ayat 2 KUHP.

Dan pada pasal 47 ayat 3 KUHP mengenai '~ pidana
tambahan yang berupa pencabutan hak-hak tertentu dan
pengumuman putusan hakim tidaklah dapat dijatuhkan ke
pada anak yang belum cukup umur yang dituntut kavena

menger jakan perbuatan pidana sebelum berumur 16 tahun.

3. Daya paksa ('overmack )

Pasal 48 yang berbunyi :

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh
daya paksa,tidak di pidana ( Moeljatno,1982:27 )

Daya paksa yang disebut dalam pasal 48 KUHP memberikan
dasar tentaﬁg tidak dipidananya suatu perbuatag} karena
didorong oleh kead;an memaksa.

Yang dimaksud dengan daya paksa menurut MvP ada-
lah suatu kekuatan,suatu paksaan,suatu tekanan yang ti
dak dapat dielakkan-( Bambang Poernomo,1982:193 ).

Sedangkan menurut Roeslan saleh daya paksa ada=-
lah suatu alasan pemaaf,artinya apa yang dilakukan oleh

orang yang melakukan perbuatam karena pengaruh daya pak
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sa itu adalah perbuatan pidana,tetapi karena di laku
kan dalam keadaan-keadasn tertentu yang merupakan teka
nan batin dan datangnya dari luar,sehingga ini merupa-
kan alasan untuk memaafkan orang yang telah melakukan
perbuatan pidana itu,maka orang tersebut tidak di pida
na ( Roeslan saleh,1987:86 ),

Jongkers membagi daya paksa menjadi tiga bentuk
berikut ini akam kami uraikan ketiga bentuk tersebut,

satu persatu yaitu :
a. Daya paksa yang mutlak ( absolut )

Yang dimaksud dengan daya paksa yang absolut
adalah keadaan dimana orang yang melakukan perbua-
tan ( orang yang dipaksa ).tidak dapat dielakkan,ia
tidak mungkin memilih jalan lain,kecuali hanya - me
nurut kepada yang memaksa dan tidek mungkin :dapat
menentangnya.Sebagai comtoh dari bentuk ini adalah
orang yang dipegang oleh orang lain yang lebih kuat
lalu dilemparkan ke jendela,sehimgga kacanya pecah
danwmenggakibatkan kejahatan merusakkan barang o-
rang lain.Si A dipegang tangannya oleh si B yang le
bih kuat dan dipaksa menulis tanga tangan palsu dan
sebagainya.

Sebenarnya dalam peristiwa seperticontoh di
dtas meskipun tanpa ketentuan dalam pasal 48 pun da

pat di mengerti bahwa orang-orang kesatu <tidaklah
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patut dihukum,karena segala sesuatunya yang melakukan
adalah orang yang kedua dan perbuatan—perbuatan yang
dilakukan itu berada di luar kehendaknya serta tak ada
kesengajaan padannya.Sehingga orang yang kedua inilah
Yang mestinya harus dihukum,

Daya paksa yang relatif

Dalam daya paksa yang relatif ini orang yang di
pPaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih mana yang
akan diperbuat, jadi kekuatan yang memaksa orang itu ti
dak mutlak ( absolut ),tidak penuh,Contoh dari - daya
Paksa yang reiatif misalnya A di todong oleh B dengan
pistol disuruh membakar rumah.Jika A tidak lekas-lekas
membakar rumah itu,pistol yang ditodongkan kepadanya
kemungkinan akan meletus,tetapi yang di todong (B) ma
sih dapat memilih diantara membakar rumah atau mengada
kan perlawanan dengan kemungkinan besar akan ditembak.
Jika ia memilih membakar rumah berarti ia - . melakukan
perbuatan pidana,tetapi dalam hal ini tidak patut di
hukum karena adanya pemgaruh daya paksa tadi.

perbedaan ahtara daya paksa mutlak dengan daya
paksa relatif adalah bahwa pada daya paksa mutlak o-
rang yang melakukan perbuatan adalah si pemaksa itu
sediri,sedang pada daya paksa relatif adalah yang me=-
lakukan perbuatan adalah orang yang dipaksa meskipun

dalam paksaan kekuatan.
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Tidak semua kekuasaan yang memaksa dapat membe
bagkan orang dari hukuman,yang dapat itu hanya kekuasa
an yang demikian besarnya,sehingga oleh pemdapat umum
dapat dipandang sebagai tidak dapat dihindarkan, tidak
mesti harus dilawan.Dan paksaan itu hendaknya ditinjau
dari beberapa sudut,misalnya apakah yang dipaksa itu
lebih kuat dari pada yang memaksa,apakah tidak ada Ja
lan lain,apakah paksaan itu betul-betulvseimbang dan
'sebagainya.Dalam hal ini hak#mlah yang harus menguji
sedangkan polisi'hanya menggumpulkan bahan-bshan bukti
untuk diajukan kepada hakim.(R,Soesilo,1984:69).

Keadaan terpaksa ( darurat )

Bentuk ketiga dari pada keadaan terpaksa ialsh
keadaan darurat,yang mana orang:.mel akukan -perbuatan
tersebut telah memilih sendiri apa yang dilakukan.

Jadi bedanya antara daya paksa‘rela#if,:;dengan
keadaan terpaksa yaitu pada daya paksa relatif inisia-
tif datangnya dari oramg yang memaksa,sedangkan dalam
keadaan terpaksa inigiatif datangnya dari orang yang
melakukan perbuatan pidana itu sendiri.

Keadaan terpaksa harus ditinjau dam di perban-
dingkan nilai dari-kepentingan yang dikorbankan dan
nilai dari kepentingan yang diselamatkan,apabila nilai
yang dikorbankan lebih berat dari nilai yang diselamat
kan maka bukanlah hal yang memaksa( overmacht )Jdan si



54

pelaku harus dikenakan pidana.

Keadaan terpaksa bisa disebabkan karena :

1.

Apabila ada benyrokan antara dua kepentingan hukum
misalnya ada dué orang yang terapung diatas laut
berpegangan pada selembar papan yang tidek kuat un
tuk dua orang kemudian untuk menyelamatkan dirinya
salah seorang mendorong kawannya.

Apabila ada pertentangan diantara kepentingan hukum
dengan kewajiban hukum.Misalnya untuk memadamkan ke
bakaran dalam rumahnya si A berjalan melalui tanah
tetanggannya dan menginjak-injak tananam orang lain
agar selekas mingkin berada di tempat kebakaran itu.

3. Apabila ada pertentangan antara dua macam kewajiban

misalnya seorang saks8i pada hari dan waktu yang sa
ma,harus menghadap sevanyak dua pengadilan.: Dalam
halfiqi ia hanya mungkin memenuhi salah satu panggi
lan saja,dan terpaksa menggabaikan panggilan yang
satunya.Dalam masalah ini orang tersebut  hariislah
mendahulukan yang terpenting di antara beberapa kg
wajiban hukum itu.

Bukan hanya perbuatan-perbuatan manusia saja yg

dapat menimbulkan daya paksa (ovefmacht)tetapi Juga da

pat timbul dari gejala-gejala alam ddn juga dard keada

an cuaca.Misalkan saja seorang perenang yang pakaisn-

nya di bawah angin,kemudian ia pergi ke suatu tempat
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dalam keadaan telanjang untuk mengenakan pakaian -yang
diperlukan,maka ia harus menggambil kepunyaan orang
lain karena ia dalam keadaan terpaksa (J.E.Jonkers, ~=
19461 266) ., '

Pembelaan terpaksa ( noodweer )

Pasal 49 ayat ¢ mengatakan,bahwa barang siapa
melakukan perbuatan,yang terpaksa dilakukannya . uméuk
membela dirinya atau diri orang lain,membela -kehorma
tan dirinya sendiri atau orang lain,membelaiharta ben
da sendiri atau harta benda orang lain dari pada se-
rahgan yang melawan hakdan mengancam dengan segera pa
da saat itu Juga,maha tidak boleh dihukum.

Untuk dapat dikatagorikan pembelaan . “terpaksa
( noodweer ) yang dimaksud dalam pasal 49 tersebut ha
rus terpenuhi tiga syarat ( R.Soesilo,1984:70 ).

a. perbuatan yang dilakukan itu harus dalem  Kesdaan
terpaksa,boleh dikatakan tidak ada jalan lain.Keban
yakan pembelaan dapat dihindarkan dengan jalan mela
rikan diri atau menyerah pada nasib yang di. .derita
tetapi bukan itu yahg dimaksud.Disini harué ada ke-
seimbangan antara yang dilakukan dengan serangannya.
Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misal
nya orang tidak boleh membumuh atau melukai orang
lain seperti halnya pencuri buah mangga tidak tidak
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dapat dibunuh. begitu saja oleh pemilik mangga,akan teta
pi ada hukumannya yang sesual dengan perbuatannya. Jadi
antara pembelaan dengan serangan harus seimbang,dan Ju
ga asas subsidiariteit maksﬁdnta bahwa kekerasan yang
dipakai atau pembelaan yang dilakukan haruslah terpaksa
dikerjakan.Jika serangan dapat dihindari dengan  tidak
rerlu mengadakan kekerasan maka haruslah dihindari.
Pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan-ke
rentingan: yang ditentukan dalam undang-undang yaitu me
ngenai
1. dirinya ataw orang lain
2. kehormatan kesusilaan
3. harta benda sendiri atau harta oramg lain.
Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam pada
ketika itu juga.Jadi serangan yang di lawan,. haruslah
mempunyai tiga syarat:
1; serangan seketika
2. mengancam dengan seketika
3. bersifat melawan hukum

Dalam ayat 2 pasal 49 KUHP disebutkan bahwa pem
belaan.terpaksa yang melampau batas (noodweerexses) pexr
buatan yang dilakukan karena jiwanya tergoncang hebat
Yy :3g timbul dikarenakan adanya serangan itu atau .anca-
man: seketika maka tidak dipidana.

Unsur-unsur dari pembelaan terpaksa yang melam

paui batas,serangannya harueé terjadi seketika dan bersi
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fat melawan hukum.Disini batas-batas keperluan pem-
belaan darurat itu dilampaui,misalnya pembelaan dg
ristol sebenarnya pembelaan dengan pemukul kayu su-
dah cukup.Pelampauan ini oleh undang-undang di izin-
kan atau dimaafkan,asal saja di sebabkan karena pera
saan: yang tergocang hebat ( mata gelap );misalnya sa
Ja seorang polisi habis tugas malam pulang keeudian
melihat istrinya di perkosa oramg,lalu mencabut pis
tolnya dan ditembakkan kepada orang itu berkali- ka-
1i,poleh dikatakan melampaui batas-batas pembelaan
darurat,maka dalam hal ini polisi tersebut tidak di

kenakan hukuman karena perbuatannya itu.

5. Ketentuan undang-undang

= Dalam pasal 50 KUHP menentukan bahwa :

Barang siapa melakukan perbuatan untuk melak

sanakan ketentuan undang-undang,tidak dipida

na ( Moeljatno,1982:27 ).

Yang dimaksud arti perkataan undang - undang
disini adalah semua pgraturan yang dibuat oleh suatu
badan pemerintahan yang diberi kekuasaan membuat un
dang-undang(ldgeslatip).

' Undang-undang tidak memberikam batas apa-apa
mengenal tidak dipidananya perbuatan,akan tetapi per
buatan itu harus selalu dalam batas kepantasan,misal

kan saja seorang polisi tidak begitu saja berhak me
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nembak mati orang tahanan yang melarikan:idiri tanpa ada
nya alasan,Jadi kapankah cara-cara yang ditempuh adalah
masuk akal atau tidak pantas,harﬁslah di putuskan satu-

persatu,

ﬁelaksanakan perintah jabatan ( Ambtelijk bevel )

Pasal 51 KUHP menerangkan bahwa barang siapa me-

lakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah Ja

batan yang diberikan oleh penguasa Yang wenang
tidak dipidana ( Moeljatno,1982:28 ),

Di dalam kenyataannya bahwa suatu perintah jaba-
tan harus ditaati yang berakibat bahwa hubungan antara
orang yang memberi perintah dan yang menjalankan perins
tah harus bersifat hukum publik atau kepagawaian negeri
( ambtelijk ),bukan pegawal partikumlir dan ' ketentuan
ini tidak berlaku untuk hubungan~-hubungan yang ber&ifat
keperdatéan.

Sementara bagl orang yang menjalankan perintah
tidaklah'mudah untuk mengetahui apakah perintah itu di
berikan secara sah ataukah tidak.

Sedangkan ayat 2 pasal 51 KUHP mengatakan bahwa

perintah jabatan tanpa wewenang,tidak ' menye babe

kan hapusnya pidana,kecuali jika yang diperintah
dengan itikat baik mengira bahwa perintah diberi
kan dengan wenang,dan pelaksanaannya termasuk da’.

lam lingkungan pekerjaannya.



59

Dan yang dimaksud dari perkataan" dan .- pelaksanaaunya
termasuk dalam lingkungan pekerjaannya" yaitu bahwa Pe
laksanaannya haruslah mengenal pekerjaan yang biasa di
lakukan oleh pegawai ( Roeslam saleh 1987:89 ).

Seorang pélisi yang mendapat perintah dari jaksa
- pembantu menahan orang,tidak dapat dihukum,akan tetapi
Jika mendapat perintah untuk memukuli seorang +tahanan
yang tidak mau mengaku,dan ia laksanakan perintah itu
maka ia tetap di hukum,karena ia dipandang dapat memaha
mi,bahwa Jaksa pembantu tidak berhak untuk memberikan
perintah semacam itu atau ia melakukan sesuatu perbua
tan di luar lapangan pekerjaannya.

Dan kesemuahnya itu yang ada dalam KUHP tidak di
sebutkan istilah-istilah alasan pembenar dan pemaaf.Ti-
tel ke III dari buku I KUHP hanya menyebutkan: .alasan
alasan yang meughapuskan pidana.

Dalam teori hukum pidana biasannya alasan- 2ala-
san yang menghapuskan pidana ini di beda-bedakan menja-
di : ( Moeljatné,1993:137 ).

a. Alasan pembenar : yaitu alasan yang menghapuskan si-
fat melawan hukumnypa perbuatan,sehingga apa yang di
lakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang pa
tut dan benar,yaitu yang terdapat dalam pasal 49(1 )
mengenai pembelaan terpaksa ( noodweer ),pasal 50 me
ngenal melaksanakan ketentuan undang-undang,pasal 51

ayat 1 tentang melaksanakan perintah dari pihak ata-
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san.
Alasan pemaaf : yaitu alasan yang menghapuskan kesala-
han terdakwa.Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa te=~
tap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbua-
tan pidana,tetapi dia tidak di pidana,karena tidak ada
kesalahan,misalkan saja yang terdapat dalam pasal 49
ayat 2 tentang pembelaan yang melampaui batas,pasal 51
ayat 2 tentang alasan penghapus, penuntutan pidana me-
ngenai perintah jabatan yang tanpa wewenang.

Alasan penghapus penuntutan: di dalam masalah ini tidak
ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada
pikiran mengenat sifatnya perbuatan maupun sifatnya o-
rang yang melakukan perbuatan,tetapi perintah menggang
gap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepa
da masyarakat,sebaiknya tidak diadakan penuntutan,:sse=
hingga yang menjadi pertimbangan di sini adalah kepen-
tingan umum.Kalau perkaranya tidak di tuntut,»&tentqnya
yang melakukan perbuatan tak dapat di jatuhi pidana.Se-
bagai contoh yang terdépat dalam pasal 53,kalau terdak-
wa dengan suka rela mengurungkan niatnya percobaan un

tuk melakukan sesuatu ke jahatan.



